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Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui konsepsi poligami menurut Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, baik itu secara yuridis maupun kenyataan sekarang. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan, menganalisa data sekunder,
disamping itu juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber.
Tipologi penelitian bersifat Eksplanatoris karena penulis ingin menjelaskan dan sekaligus menguiji apakah
permasal ahan yang dikemukakan sebelumnya sudah sesuai peraturan yang berlaku. Data yang terkumpul,
dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada asasnya menganut asas monogami tetapi poligami
diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang ini. Seorang laki-laki yang
beristeri untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah
tempat tinggalnya. Permohonan ini baru dapat digjukan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu
sebagai berikut : adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kemampuan untuk menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
isteri dan anak-anaknya. Permohonan ini akan dikabulkan oleh pengadilan jika memenuhi persyaratan
sebagai berikut :isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Umumnya perkawinan
poligami dilakukan tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi sah menurut agama
dengan melakukan perkawinan dibawah tangan. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan ini negara
menganggap perkawinan tidak pernah ada. Anak-anak dari perkawinan ini tidak mempunyai hak mewaris
dari bapaknya.
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